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PUTUSAN
Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Mto
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di NS Kccamatan

Tebo Tengah Kabupaten Tebo sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal [N
I <ccamatan Tebo Tengah Kabupaten

Tebo sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19-09-2017
yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Muara Tebo
Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Mto.tanggal 20 April 2017, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adaiah pasangan suami istri yang sah
menikah pada tanggal 11 Mei 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. || Gz
I (- dikeluarkan oleh KUA Tebo Tengah, Kabupaten
Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di
Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo selama 2
tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri
di Desa Purwodadai, Kecamatan Tebo Tengah. Kabupaten Tebo, sampai
akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
tiga orang anak bernama :

a. Anak 1 lahir 05 Pebruari 2009

b. Anak 2 Lahir 01 Juli 2014

c. Anak 3 Lahir 01 Juli 2014

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan
rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon
denganTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan:

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagi kepala rumah tangga.

b. Termohon bersipat keras kepala bila di nasehati Termohon tidak pernah
Terima bahkan sering Berkata -Kata Kasar;

c. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon bahkan Termohon
suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
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Termohon terjadi pada September 2017 Pemohon dan Termohon
berpisahtempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua
belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing
sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak
berhasil.

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan
lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak
terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas,
makaselanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas

panggilan Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Mto tanggal 02 Oktober 2017 dan 12

Oktober 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga

Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan

dengan tanpa hadirnya Termohon;

Upaya damai
Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan
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menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak
pernah hadir ke persidangan;

Pembacaan permohonan

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak
pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Acara pembuktian
Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat
l-otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [ EGEGNGNGNGNNEEEEEEEEEEE
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeglen,
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis
lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
lFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwono Bin Wagimun
Nomor [ IIEEGEGzGzgNEe 29 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten
Tebotanggall6 Juni 2012 yang telah dinazzeglen, setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi
kode (P.2);
B. Saksi

1. Saksi 1 P, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat

kediaman di | EEEEEE <ccamatan Tebo

Tengah, Kabupaten KabupatenTebo;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
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e Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami
istri, Saksi adalah Bapakkandung Pemohon;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kakakPemohon
sampai berpisah rumabh;

e Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon
kurangmenghargaiPemohon, tidak mendengar nasehat Pemohon
dan seringberkatakasarorangtuaPemohon;

e Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

e Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak
3 (tiga) bulan yang lalu;

e Bahwa Termohon pulangkerumah orangtua Termohon;

e Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan di rumah
orangtua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak
mau baik lagi dengan Pemohon;

2. Saksi 2 P, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di || G  <ccomatan Tebo
Tengah, Kabupaten Tebo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

e Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami
istri, Saksi adalah Bapak kandung Pemohon;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kakakPemohon
sampai berpisah rumabh;

e Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon
kurangmenghargaiPemohon, tidak mendengar nasehat Pemohon
dan seringberkatakasarorangtuaPemohon;
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e Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

e Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak
3 (tiga) bulan yang lalu;

e Bahwa Termohon pulangkerumah orangtua Termohon;

e Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan di rumah
orangtua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak
mau baik lagi dengan Pemohon;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti Pemohon tersebut dan

menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya

Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada
Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan
Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan
Pemohon di persidangan;

Pemeriksaan selesai
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok permohonan Pemohon
Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon
dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai

terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2009
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antara Pemohon denganTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan:

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagi kepala rumah tangga;

b. Termohon bersipat keras kepala bila di nasehati Termohon tidak pernah
Terima bahkan sering Berkata -Kata Kasar;

c¢. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon bahkan Termohon  suka
berkata kasar kepada orang tua Pemohon, puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon denganTermohon terjadi pada September
2017 Pemohon dan Termohon berpisahtempat tinggal sampai sekarang
sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan
kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri serta usaha
damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas,
makaselanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis
Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di
setiap persidangan, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi

usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 2
ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh
karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak

dapat dilaksanakan;

Legal standing
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal standing Pemohon dalam

mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah,
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka quod est Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki legal standing
untuk mengajukan perkara a quo;

Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara a quo, baik
kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang
berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki

kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah
mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan
Agama Sengeti dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan
tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka quod est Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif

untuk mengadili perkara a quo;

Fakta yang harus dibuktikan
Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka

sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta

yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap
keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup

rukun kembali dalam rumah tangga;
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Beban pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peratusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak
pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di
persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga quod est
Pasal 149 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan
perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan
atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang
ada, sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui.
Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan dari pihak

Termohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara
Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan

yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak
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dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang

hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Pemohon guna
membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan satu orang saksi, yang masing-
masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti
P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna
(volledig). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi
Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah

terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 11 Mei 2008;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon tidak
mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah
dewasa dan sudah disumpah, maka quod est Pasal 171 dan 172 R.Bg. saksi

Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah
memberikan kesaksian yang pada pokoknya:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak harmonis disebabkan Termohon kurangmenghargaiPemohon, tidak
mendengar nasehat Pemohon dan seringberkatakasarorangtuaPemohon;
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3. Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3
(tiga) bulan yang lalu;

5. Bahwa Termohon pulangkerumah orangtua Termohon;

6. Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan di rumah orangtua
Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau baik lagi
dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak
mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah
dewasa dan sudah disumpah, maka quod est Pasal 171 dan 172 R.Bg. saksi

Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah
memberikan kesaksian yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi
pertama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
telah menyampaikan keterangan yang secara substansi saling bersesuaian dan
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim
berpendapat quod est Pasal 308 R.Bg juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formiil
untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka sesuai dengan sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat
bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, karena saksi pertama
I oan saksi kedua [
I <cdua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan
Pemohon dan Termohon, menyaksikan keseharian pergaulan antara Pemohon
dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan

substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a quo;
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Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan Pemohon dari
keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (supletoir)
yang telah Pemohon ucapkan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak harmonis disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, tidak
mendengar nasehat Pemohon dan sering berkata kasar kepada orangtua
Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga)
bulan yang lalu;

4. Bahwa Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;

Bahwa usaha damai keluarga sudah dilaksanakan di rumah orangtua
Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau baik lagi
dengan Pemohon;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon
Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 yang
mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut
berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan
kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2
yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar
menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan
Agama Sengeti, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai
berikut:
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Pertimbangan perceraian secara syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
syar’i, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya
tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi adalah kemudaratan yang
lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang
berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis
Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (way out) yang
tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari
pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Figih yang berbunyi:

= lbaadl Qla Ao oo dia dw liall §y0

Artinya: “Menolak  kemudharatan lebih  utama daripada  menarik
(mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian
sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim
perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat
Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

s doaw il O G Vgade g
Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

.Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
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Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya
dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga kalaupun Pemohon dan
Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah
tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang

dan mencintai;

Pertimbangan alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon
Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan hukum secara syar’i,
yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan
Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pihak
keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun
tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga
sekarang. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada
harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami

istri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i, yuridis,
dan sosiologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai
talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga
petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan
mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan

persidangan Pengadilan Agama Sengeti;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan
ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh
Pengadilan setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht

van gewijsde) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Pengiriman salinan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72,
dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan
ikrar talak perkara ini kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebountuk dicatat dalam daftar yang

telah disediakan untuk itu;
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Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3 tentang biaya
perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjawab petitum
permohonan tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Kesimpulan jawaban petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-
masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum
permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan

seluruhnya dengan verstek;

Pertimbangan penutup
Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
hadir di persidangan;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk
mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan ||l Kabupaten Tebo, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
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Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 M bertepatan
dengan tanggal 28 Muharam 1439 H, oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai
Ketua Majelis, dihadiri oleh Asrori Amin, S.H.l.,M.H.l dan Rusydi Bidawan,
S.H.l.,M.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh M.
Yusuf, S.H.l sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA |, KETUA MAJELIS,

Asrori Amin, S.H.l.,M.H.I Drs. Asli Nasution, ME.Sy
HAKIM ANGGOTA I,

Rusydi Bidawan, S.H.l.,M.H
PANITERA PENGGANTI,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran p Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,0
4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(Tigaratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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